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5.  Menetapkan barang bukti berupa: 

- 1  (satu)  Lembar  Print  Out  Rekening  Bank  BCA a.n  Indra  Pradana

Singawinata dengan Nomor Rekening 4411216165 periode Maret 2018;

- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank Mandiri  a.n Yuanita dengan

Nomor Rekening 1260006259658 periode 1 November 2017 sampai 30

April 2018;

- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BNI a.n Yuanita dengan Nomor

Rekening 0201217472 periode 1 November 2017 sampai 1 Mei 2018;

- 1  (satu)  Lembar  Print  Out  Rekening  Bank  BCA a.n  Yuanita  dengan

Nomor Rekening 2861509399;

- Surat Pernyataan Nomor 194/DH/X2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang

ditanda tangani oleh H.M. Aliudradjad, S.Sos, MM;

Dikembalikan kepada saksi Indra Pradana Singawinata;

6.  Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua

ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  Nomor  113/PID/2021/

PT.DKI tanggal 27 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima  permintaan  banding  dari  Terdakwa  dan  Jaksa  Penuntut  Umum

tersebut;

2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 39/Pid.B/2021/

PN JKT.SEL tanggal 23 Maret 2021, sekedar mengenai lamanya pidana yang

dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Mohammad Aliudradjad, S.Sos. terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, dalam

dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani

Terdakwa  dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan kota;

Hal. 3 dari  7 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2021

Disclaimer
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5. Menetapkan barang bukti berupa: 

- 1  (satu)  Lembar  Print  Out  Rekening  Bank  BCA a.n  Indra  Pradana

Singawinata dengan Nomor Rekening 4411216165 periode Maret 2018;

- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank Mandiri a.n Yuanita dengan

Nomor Rekening 1260006259658 periode 1 November 2017 sampai 30

April 2018;

- 1  (satu)  Lembar  Print  Out  Rekening  Bank  BNI  a.n  Yuanita  dengan

Nomor Rekening 0201217472 periode 1 November 2017 sampai 1 Mei

2018;

- 1  (satu)  Lembar  Print  Out  Rekening  Bank  BCA a.n  Yuanita  dengan

Nomor Rekening 2861509399;

- Surat Pernyataan Nomor 194/DH/X2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang

ditanda tangani oleh H.M. Aliudradjad, S.Sos, MM;

Dikembalikan kepada saksi Indra Pradana Singawinata;

6.  Membebankan  biaya  perkara  pada  kedua  tingkat  peradilan  kepada

Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima

ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta.Pid/2021/PN JKT.SEL

yang  dibuat  oleh  Panitera  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan,  yang

menerangkan  bahwa  pada  tanggal  2  Juli  2021,  Terdakwa  mengajukan

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut; 

Membaca Memori Kasasi tanggal  15 Juli 2021 dari Terdakwa/Penasihat

Hukum  Terdakwa  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  27  Juni  2021

tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah

diberitahukan  kepada  Terdakwa  pada  tanggal  21  Juni  2021 dan  Terdakwa

tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2021 serta memori

kasasinya telah  diterima di  Kepaniteraan Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan

Hal. 4 dari  7 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2021
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pada  tanggal  15  Juli  2021.  Dengan  demikian,  permohonan  kasasi  beserta

dengan alasan-alasannya telah  diajukan dalam tenggang waktu  dan dengan

cara  menurut  undang-undang,  oleh karena itu  permohonan kasasi  Terdakwa

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang  bahwa  alasan  kasasi  yang  diajukan  Pemohon  Kasasi/

Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang  bahwa  terhadap  alasan  kasasi  yang  diajukan  Pemohon

Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa  alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak  dapat dibenarkan, karena

putusan  judex  facti  Pengadilan  Tinggi  yang  mengubah  putusan  judex  facti

Pengadilan  Negeri  yang  menyatakan  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dan menjatuhkan

pidana  penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama  1 (satu)

tahun 6 (enam) bulan sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum

dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan judex facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan

hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara

yuridis  dengan  tepat  dan  benar,  serta  sesuai  dengan  fakta  hukum  yang

terungkap di muka sidang;

- Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum terungkap  bahwa  Terdakwa  sebagai

pemilik PT. DYA HAROMAIN WISATA TOUR &TRAVEL telah menerima uang

sejumlah Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus

ribu rupiah) dari saksi Yuanita dan saksi Indra Pradana Singawinata  untuk

pembayaran ibadah  umroh pada bulan Juli 2018 bersama anak dan orang

tuanya  tetapi  setelah  ditunda  2  (dua)  kali,   Terdakwa  tidak  bisa

memberangkatkan saksi Yuanita dan tidak bisa mengembalikan uang korban

saksi Yuanita sehingga terbukti Terdakwa telah melakukan penipuan sebesar

Rp.149.500.000,00  (seratus  empat  puluh  sembilan  juta  lima  ratus  ribu

rupiah);

Hal. 5 dari  7 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2021
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- Bahwa  selain  itu  alasan-alasan  kasasi  Pemohon  Kasasi/Terdakwa  tidak

dapat  dibenarkan  karena  alasan-alasan  kasasi  Pemohon  Kasasi  tersebut

mengenai  penilaian  hasil  pembuktian  yang  bersifat  penghargaan  tentang

suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi

hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau

peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara

mengadili  tidak  dilaksanakan  menurut  ketentuan  undang-undang,  dan

apakah  Pengadilan  telah  melampaui  batas  wewenangnya,  sebagaimana

yang  dimaksud  dalam  Pasal  253  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981

tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka  judex  facti telah

tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya; 

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi

Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula

putusan  judex  facti dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang  bahwa  karena  Terdakwa  dipidana,  maka  dibebani  untuk

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat  Pasal  378  KUHP, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman,  dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

− Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi/Terdakwa  H.

MOHAMMAD ALIUDRADJAD, S.Sos tersebut;
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− Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  pada

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  pada

hari  Senin tanggal  27 September 2021 oleh  Dr. Desnayeti,  M., S.H.,  M.H.,

Hakim Agung  yang  ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah Agung  sebagai  Ketua

Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Agung sebagai  Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis

beserta  Hakim-Hakim  Anggota  serta  Diah  Rahmawati,  S.H.,  M.H., Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

                          Ttd.                                                                       Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

                                                            Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001
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